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BAB V 
PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Bintungan Bejangkar dan analisis 

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendekatan 

siyasah syar’iyyah, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Implementasi UU No. 3 Tahun 2020 terhadap tambang rakyat di Desa 

Bintungan Bejangkar belum berjalan secara optimal. Masyarakat 

masih menjalankan aktivitas pertambangan tanpa izin resmi karena 

tidak mengetahui prosedur yang harus ditempuh, tidak memiliki 

pendampingan, dan menganggap proses perizinan sebagai sesuatu 

yang rumit dan mahal. Pemerintah setempat juga belum menjalankan 

fungsi pengawasan dan pembinaan secara maksimal. 

2. Terdapat berbagai faktor penghambat dalam proses perizinan 

tambang rakyat, antara lain: rendahnya kesadaran hukum 

masyarakat, birokrasi perizinan yang kompleks, keterbatasan 

ekonomi masyarakat, kurangnya sosialisasi dan pendampingan teknis 

dari pemerintah, serta hambatan geografis dan akses informasi. 

Kondisi ini menyebabkan banyak masyarakat memilih untuk 

menambang secara ilegal sebagai alternatif ekonomi yang cepat dan 

sederhana. 

3. Aktivitas tambang rakyat yang tidak berizin menimbulkan implikasi 

hukum, sosial, dan ekonomi yang signifikan. Secara hukum, lemahnya 

penegakan regulasi membuat ketentuan perundang-undangan 

kehilangan daya jangkau. Secara sosial, terjadi konflik kepentingan 

dan ketimpangan akses terhadap lokasi tambang. Sedangkan secara 

ekonomi, masyarakat menggantungkan hidup pada sektor ini, tetapi 

tetap dalam kondisi yang rawan, informal, dan tidak terlindungi. 

Semua kondisi ini mencerminkan belum berfungsinya prinsip 

keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam 

siyasah syar’iyyah. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah daerah dan instansi terkait perlu menyederhanakan 

prosedur perizinan tambang rakyat, termasuk menyesuaikan 

persyaratan administrasi dengan kondisi masyarakat pedesaan. 

Perizinan yang mudah diakses akan meningkatkan kesadaran hukum 

dan mendorong masyarakat untuk menambang secara legal. 

2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan pemerintah 

kabupaten perlu melakukan sosialisasi dan pendampingan aktif 

kepada masyarakat dan aparat desa, baik melalui penyuluhan rutin, 

pelatihan teknis, maupun pembuatan pusat informasi terpadu 

mengenai perizinan tambang rakyat. 

3. Diperlukan pembentukan kelembagaan masyarakat seperti koperasi 

tambang rakyat, agar aktivitas tambang dapat dikelola secara kolektif, 

adil, dan transparan, serta mendapat dukungan dari pemerintah baik 

dari segi alat, pembiayaan, maupun perizinan. 

4. Penegakan hukum terhadap tambang ilegal harus dilakukan secara 

bertahap, adil, dan disertai dengan solusi alternatif, seperti pemberian 

izin sementara sambil membimbing masyarakat ke arah legalitas. 

Penindakan semata tanpa pendekatan edukatif hanya akan 

memperbesar konflik dan memperburuk ekonomi lokal. 

5. Berdasarkan perspektif siyasah syar’iyyah, pemerintah wajib hadir 

sebagai pihak yang memastikan pemerataan akses, perlindungan 

masyarakat kecil, dan distribusi manfaat tambang secara adil. Oleh 

karena itu, setiap kebijakan perizinan hendaknya berpihak pada 

kemaslahatan rakyat, terutama golongan lemah dan marginal. 
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